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1ZIN OPERABIONAL BATUAN PENDIDIKAR ANAK UBIA DINI (PAUD)

@! AL-HIKAM
| PROGRAM KELOMPOK N (KB

Moamor ;4211 Gpk/ 04/ DIKBUDPORA /2022

Sahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudavaan Pemuda dan
Olahrage Kahupaten Lombok Utara Nomor : 421.1/6% /04 /Dikbudpora,/ 2022, Rabu
tengeal Dua Puluh Tujuh Jull Tahun Dua Ribu Due Puluh Dua tentang Pemberian
Perpanjangan lzin Operasional Satvan PAUD  Al-Hikam Program  Kelompok
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1 Fj_'"‘-""lﬂjr- [kE) Dusun Gadung, Desa Malaka Kec, Femenang Kabupaten Lombok
Bl Ltara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kehudayran Femuda dan Glahraga
A Kabupnten Lombok Utien memberilcan perpanisngan lxin Operssional kepada;
2:;}' Nama Satuan PAUD . KB AL-HIKAM
Pl NpsN .
i‘.-i Nomar Induk Berusahs PAUD ;-
i@' Dusyn * : Badung
;Js}i Dresp : Malaka
i{‘? Kecamatan  Pemenang
Q Alamat Sekolah o Dusun Badung Desa  Malaks  Kecamatan
| Pemenang

Dengan diterbitkan Surst lzin Operasional ini, maka Satuan PATD KB AL-HIKAM
dapat mclaksanakan penpelolaan penyelengparaan pondidikan sesuail ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.
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Surat [zin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterhitkan,
dan dengan diterbitkannya lzin Operasional Inl maks Izin Operasional Nomor :
421.1/029/01/DIKPORAS2017 dinyatakan dicabut.
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Apabila dikemudian heri terjadi pengelolasn penyvelenggaraan pendidikan tidak
sesual dengan ketenrtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin
aperasional ini dapat dicabut.

Cangga, 27 Juli 2022 M
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PEMERINTAH KARUPATEN LOMBOK UTARA

DINAS PENDIDIK AN KEBUDAYAAN PENIUDA DAN OLAH BAaGA
Telp 0320} ... ..., Fax W) e

Email dikbudpora kluidvalion o id web site: www lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
HEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR - 421.1 ) g3esf 04/ DIKBUDPORA /2022

TENTANG

FEMBERIAN PERPANJANGAN 1ZIN OPERASIONAL
BATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN] AL.HIKAM
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN [KB|
DUSUN BADUNG DESA MALAKA KECAMATAN PEMENANG
KABUPATEN LOMEBOK UTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan
Hasil Venlikasi dan Evaluasi Nomor ; 421,1/69/04)
DIKBUDPORA /2022 temitang Permohoman
FPerpanjangan  lzin  Operasionsl Penyelenggara
Pendidikan parda Satuan PAUT KB AL-HIKAM, maka
dipundang  telah  memenuhi kelayakan  dan
persyaratan untuk diberikan  perpanjangan  imin
Operasiona! Penyelenggara Pendidikan pada satuan
PAUD KB AL-HIKAM; 5

b, Behwa umtuk  kelancaran  administrasi  dan
pembinaan serta memberikan kewenangan kepada
satuan PAUD KB AL-HIKAM, dipandang perlu
menerbitkan  perpanjang  lzin  Operasional
Penyelenggarann Pendidikan pada PAUD KB AL-
HIKAM Kabupeten Lombok Utara;

c. Bahwa berdasakan pertimbangan
dimaksud daelam huruf a, dan hu
menetapkan  keputusan Kepala D
Kebudayaan Pemuda dan O
Lombok Utara tentang Pembarian
Cperasional Penyelenggaraan
FAUD KB AL-HIKAM;

Mengingat ¢ 1. Undang-undang No 20 Tah
Pendidikan Hasional _
Indonegia Tahun 2
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Lndaﬂg-ur:ﬂﬁﬂg Nomor 23 Tahun 20014 tentun
merintahan Daerah  (Lambac = S
[ndonesia 7 ] aran Negara Republik
P Hldhun A J:DHI Nomer 244 tambahan
sebagai m cgara Republik Indonesia Nomor 5587
dengan L‘-a’r:-:l elah diubah heberapa kali terakhir
I.f!TIiEl.l"E. PErr[ulflLa;;f-Uﬂdan.lg ”I'.!llﬂ'rvr_r!' 9 Tahun 2012
23 ']."::jl-uﬂ EJ:Iqu.l'l kel atas ;,_H'II::,.H_'I'IR—'.J_EI:'JE[‘]R Momar
".'_‘1:-_':|"1|:|u1'j Mep: --Il.1 lﬂﬂ[EIIJ"IE PE.'.IJt"l'I]’]‘L."_!h Duerah
N gn | cara Republik Indonesia Tahun 2014
CNITICK] _-EIEn tarmbshan HEEm’ﬂ H.;:]'}“h.h_].: Indenesiz
Momor 5674):
Llnr_z::mg undang Mamor 18 Tahun 2016 Temtarg
Angearan Pendapatan dan Belanja Mepara Tahun
Anggaran 2017 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nemor 206, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SO48):
raturan Pemenntabk Nomor 19 Tahun 2005 entang
Standar Masional Pendidikan  (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Takun 2005 Nomor 4 L, tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4496);
sebagaimana lelah beberapa kali diubabh  terakhic
dengan peraturan Pemerintzh Tahun 2015 teptang
Merubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2005 tentang Setandar Nasional Pendidikan
|Lembaran Eepublik Indonesia Tahun 2013 Noemor
gz.;gfﬂhahm‘r Negara Republik [ndonesia Nomor
&T0);
PerpturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang
Fembagian urusan Pemerintahan antara Pemeritah,
Pemerintnh Dasrah Provinsd, dan Pemerintah Dacrah
Kabupsten,/Kota (Lembaran Republik Indenesin
Tahun 2007 MNomor 82,tambahan Lembaran MNegars
Eepublik [ndonesia Nomor 4723575
Peraturan  Pemerintah Talun 2008  tentang
Fendanaan Fondidikan  (Lemberan Negara Republil
Indomesia  Tahun 2008  Nomar 91 tambahan
Lernbaran Megara Republik [ndonesin Nomor 4364
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tantang
Pengelolaan dan Penyelengearaan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
lLernbaran Negara Nomor 3105) Sebdpaimana telah
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Feraturen
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penpelolaan dan Penyelengparaan  Pendidilani
Lembaran Negara Tehun 2010 Nomor 112, tambahan
Lemnbaran Negara Nomoar 5157);
Peraturan Pemerintah Nomar 18 Tahun 2016 tentang
Perangkar Dacrah | Lembaran Negare Republic
Indonesin  tabun 2016 Nemor 114, tambahan
Lernbaran Negara Repulik Indonesta Nomor 5887,
Peraruran  Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Momor 16 Tahun 2007 tentang Swndar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Y
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelataan Pendidikan;



Menetapkan

KEDLIA

12 Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Ding :

13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia D,

14 Peraturan Menieri  Pendidikandan kebudavaan
RFepublik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Waia Do

15 Peraiuran Daerah Ha_LluF_mll-'_.r'l Lombok Havs Momor
& Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Ltara
{Lembaran Daerah Kabupaten Lombok UtaraTahun
2016 MNomor 15, Tambahsn Lembaran Negara
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);

16 Peraturan Bupat Lombok Utare Nomeor 17 Tabun
2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Lombolk Utara { Henta
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor
T

' MEMUTLSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAE PENDIDIKAN
HEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PEMEERIAN FPERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PAUD
AL-HIKAM PROGRAM HKELOMPOK BERMAIN (KB)
DUSUN BADUNG DESA MALAKA KECAMATAN
PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidilan
pada satuan PALITY KR Al-HIKAM Kabupaten Lombok
Utara

Pemegang lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
berkewajiban :

1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penvelengparaan
Pendidikan sebegaimana mestinFa dengan mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
herlaku:

2. Mengirim Lapor Bulan secara berkala sesuai dengan
peraturan vang berlalu;

3. Dalam melaksanakan pelayanan proses
penyelenggaran Pendidikan dilaksanakan
pengawasan dan pengendalian pemerintah;

4. lzin Operasional penyvelenggaran pendidikan berlaku
selama 3 Tahun terhitung mufai tanggal diterbitkan
izin tersebul;

5. lzin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali
oleh Dinas Pendidikan Kebudayean Pemuda dan
(ahraga Kabupaten Lombok Utara apabil adalam
proses  pelayanan  penyelenggaraan  Pendidkan
terdapat  penyvimpangan  terhadap  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;






